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ABSTRAK

Fokus utama dari legal memorandum ini adalah mengkaji tentang
penggunaan Surat Keterangan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SKT) sebagai
jaminan perjanjian utang piutang pada Credit Union Usaha Kita (selanjutnya
disebut sebagai CU Usaha Kita). Penulis menganggap bahwa praktik penggunaan
SKT sebagai jaminan merupakan suatu penyimpangan terhadap hakekat dari Hak
Tanggungan sebagai satu-satunya Lembaga jaminan Hak Atas Tanah di Indonesia,
dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
menegaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan
harus dapat dibuktikan kepemilikannya melalui sertipikat. Praktik penggunaan
SKT sebagai jaminan perjanjian utang piutang yang melibatkan CU Usaha Kita ini
memunculkan 2 (dua) pertanyaan yuridis, yakni: 1. Apakah suatu hak atas tanah
yang didukung dengan SKT dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan dan
digunakan sebagai jaminan, dan 2. Apakah konsekuensi hukum yang dapat timbul
dengan diterimanya SKT sebagai jaminan oleh CU Usaha Kita. Berdasarkan kajian
dan analisis yang penulis lakukan dalam legal memorandum ini, penulis dapat
mengambil kesimpulan berupa: 1. Surat Keterangan Tanah atau SKT tidak dapat
digunakan sebagai jaminan karena SKT bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah
sehingga SKT tidak dapat diberi Hak Tanggungan, dan 2. Konsekuensi yang dapat
timbul dengan diterimanya SKT sebagai “jaminan” oleh CU Usaha Kita adalah CU
Usaha Kita tidak berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan, sehingga CU
Usaha Kita tidak mendapatkan keistimewaan yang ditawarkan kepada Pemegang
Hak Tanggungan.



Abstract

The main focus of this legal memorandum Is to studying about the usage of a land
statement letter as a collateral of a debt agreement on Credit Union (CU) Usaha Kita.
Writer is considering that the usage of a land statement letter as a collateral is a deviation
from the essence of Mortgage Rights as the only collateral system of land rights in
Indonesia, because according to Law No. 4/1996 concerning Mortgage Rights, the only
way a land rights could be used as a collateral and imposed by Mortgage Rights is that
land rights itself must have a land rights certificate. This usage of a land statement letter
as a collateral of a debt agreement by CU Usaha Kita brings out 2 (two) juridical question
as following : 1. Can a land right supported by a land statement letter be charged by
Mortgage and use as a collateral? and 2. What consequences that can be potentially occure
with CU Usaha Kita accepting land statement letter as a collateral? According to the
analysis that writer does on this legal memorandum, writer can conclude that : 1. Land
statement letter can 't be used as collateral because land statement letter is not a means of
proof a ownershipof a land rights, so land statement letter cant be charged with Mortgage
Rights, and 2. The consequences that could potentially occure wht CU Usaha Kita
accepting land statement letter as a collateral is that CU Usaha Kita wont get any special
rights that offered to the Mortgage Rights holder.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembuatan Legal Memorandum (selanjutnya disebut sebagai
LM) dibuat sebagai pendapat hukum yang akan ditujukan kepada
pihak Koperasi Kredit/Credit Union Usaha Kita (Untuk
selanjutnya disebut sebagai CU Usaha Kita). Cu Usaha Kita adalah
salah satu koperasi kredit yang beroperasi di Kalimantan Barat
yang berdiri sejak tanggal 9 Juli 1989 dan berkantor pusat di
Kabupaten Sekadau. Selain kantor pusat di Kabupaten Sekadau,
CU Usaha Kita memiliki 13 (tiga belas) Tempat Pelayanan/TP
yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, yakni TP Sintang, TP
Nanga Pinoh, TP Manis Raya, TP Senaning, TP Sungai Ayak, TP
Balai Sepuak, TP Merbang, TP Sungai Maboh, TP Mukok, TP
Sekadau, TP Sebetung, TP Lemetak, dan TP Sepauk. Sebagaimana
dengan koperasi kredit pada umumnya, CU Usaha Kita sudah
memiliki legalitas sebagai koperasi kredit dan memiliki Nomor
Badan Hukum 49/BH/X, Tanggal 15 September 1999 serta
memiliki Nomor Izin Tempat Usaha 61-09/203/KPMPT-Ho/2015.
Sebagaimana dengan fungsi dari koperasi kredit pada umumnya,
CU Usaha Kita memiliki tujuan untuk mensejahterakan
anggotanya. Tujuan ini kemudian diwujudkan melalui penyedia
jasa/layanan keuangan, salah satunya pemberian pinjaman kepada
anggotanya.

Hal yang kemudian menjadi fokus utama dari Legal
Memorandum ini adalah praktik CU Usaha Kita yang menerima
penggunaan Surat Keterangan Tanah (untuk selanjutnya disebut
sebagai SKT) sebagai jaminan dari pinjaman yang diberikan oleh
CU Usaha Kita kepada anggotanya. Praktik CU Usaha Kita yang
menerima SKT sebagai alat jaminan pinjaman yang sah diketahui



sudah beberapa kali dilakukan, salah satunya adalah pemberian
pinjaman kepada anggotanya atas nama Julian Sahri yang tertuang
dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 18 88/CUUK.10/Pinj/1X/2018.
Di dalam berkas serta dokumen Perjanjian Pinjaman tersebut,
dapat ditemukan bahwa Julian Sahri menggunakan SKT sebagai
jaminan atas pinjaman yang ia terima dari pihak CU Usaha Kita.
Hal yang akan disoroti dalam Legal Memorandum ini adalah
adanya Kketidakselarasan antara praktik CU Usaha Kita yang
menerima penggunaan SKT sebagai jaminan yang sah dengan
hakikat dari Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga
jaminan hak atas tanah. Hak Tanggungan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
(selanjutnya disebut sebagai UUHT) sejak awal menetapkan bahwa
hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan
harus dapat dibuktikan kepemilikannya melalui sertipikat. Dengan
demikian, sebuah SKT yang merupakan dokumen pendukung
untuk kegiatan pendaftaran tanah tidak dapat dijadikan alat bukti
kepemilikan hak atas tanah menggantikan sertipikat dan dijadikan
sebagai sebuah jaminan dengan Hak Tanggungan. Pasal 10 ayat (3)
UUHT memberikan kesempatan kepada subjek pemegang hak atas
tanah yang belum bersertipikat untuk dapat membebankan Hak
Tanggungan atas tanahnya, dengan syarat harus dilakukan
permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut bersamaan dengan
diberikannya hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Hal
inipun tidak dilakukan dalam praktik penggunaan SKT sebagai
jaminan dalam CU Usaha Kita.

Dalam usaha untuk mengkaji praktik CU Usaha Kita yang
menerima SKT sebagai jaminan pinjaman ini, penulis
menggunakan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara CU Usaha
Kita dengan Bapak Julian Sahri sebagai contoh kasus. Adapun



data-data yang didapatkan bersumber dari CU Usaha Kita, baik
data yang didapat melalui wawancara maupun data yang didapat
dari dokumen-dokumen relevan yang tersedia. Diharapkan, Legal
Memorandum ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi CU
Usaha Kita perihal praktik penggunaan SKT sebagai jamian
pemberian pinjaman, terutama perihal implikasi-implikasi hukum
apa yang mereka hadapi dengan menerima SKT sebagai suatu

jaminan.
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